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ABSTRAK

ISLAKHUL AMAL. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memaparkan prosedur pengelolaan
aokas dana desa di Desa Menjangan, 2) memaparkan penerapan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi
dana desa di Desa Menjangan, 3) memaparkan berbagai hambatan dalam
penerapan prinsip akuntabilitas, transparans dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan alokasi dana desa di Desa M enjangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan dan kepustakaan
dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan secara purposive sampling melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi mereduks data,
menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di
Desa Menjangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun pada
praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut. Penerapan
prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Pemerintah Desa
Menjangan yang dapat dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur dan
adanya |aporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten secara berkala.
Sementara penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa Menjangan secara terbatas. Penerapan prinsip transparansi
dan partisipasi masyarakat hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kegiatan
sgja. Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan
informasi  kegiatan, sedangkan penergpan prinsip partisipasi masyarakat
dilaksanakan dengan memanfaatkan material dan tenaga kerja yang tersedia di
Desa Menjangan. Kurangnya pemahaman dalam pembukuan dan penyusunan
laporan keuangan serta keterlambatan bukti pembayaran menjadi hambatan
tersendiri bagi Pemerintah Desa Menjangan dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipas masyarakat dalam pengelolaan aokasi
dana desa. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka pengelolaan alokasi dana desa
di Desa Menjangan belum sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal tersebut
karena pengelolaan alokas dana desa di Desa Menjangan masih dilaksanakan
secara tertutup tanpa melibatkan seluruh |apisan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana
Desa
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ABSTRACT

ISLAKHUL AMAL. Analysis of Accountability, Transparency and
Community Participation in the Management of Village Fund Allocation in
Menjangan Village, Bojong District, Pekalongan Regency.

This study aims to: 1) describe the procedures of village fund allocations
management in Menjangan Village, 2) describes the application of the principles
accountability, transparency and community participation in the village fund
allocations management in Menjangan Village, 3) describes the various obstacles
in application of the principles of accountability, transparency and community
participation in the village fund allocations management in Menjangan Village.

Thisresearch isincluded in the field research and literature research with a
descriptive qualitative approach. Data collection in this study is carried out by
purposive sampling through observation, interviews and documentation. The
method of data analysis in this study used the method of data analysis by Miles
and Huberman model which includes data reduction, data presentation and
conclusion drawing.

The results of this study indicate that the management of village fund
allocations in Menjangan Village is guided by statutory regulations, but in the
practice, there are till discrepancies with these regulations. The application of the
principle of accountability has been implemented quite well by the Menjangan
Village Government which can be seen from various infrastructure developments
and there is an accountability report to the district government on a regular basis.
While the implementation of the principles of transparency and community
participation is carried out by the Menjangan Village Government on a limited
basis. The application of the principles of transparency and community
participation is only carried out at the activity implementation stage. The
application of principle of transparency is carried out through the installation of
activity information boards, while the application of principle of community
participation is carried out by utilizing the materials and labor that available in the
Menjangan Village. Lack of understanding in bookkeeping and preparation of
financia reports and delays in proof of payment are obstacles for the Menjangan
Village Government in applying the principles of accountability, transparency and
community participation in village fund allocations management. If viewed from
an Islamic perspective, the management of village fund allocations in Menjangan
Village is not in accordance with the guidance of Islamic law. That matter because
the management of village fund allocations in Menjangan Village is still being
implemented closed without involving al levels of society.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund
Allocations

viii



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah
mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang
ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan
tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu,
penulis ingin menyampai kan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaena Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan;

2. lbu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H. selaku Dekan FEBI IAIN
Pekalongan;

3. Bapak Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI IAIN Pekaongan;

4. Bapak Muhammad Aris Safi’i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
FEBI 1AIN Pekalongan;

5. lbu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah

FEBI 1AIN Pekalongan;



6. Bapak Tsalis Syaifuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam
penyusunan skripsi ini;

7. lbu Dr. Susminingsih, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);

8. Bapak Muhammad Aris Safi’i, M.E.l. dan Ibu Happy Sista Devy, M.M.
selaku dosen penguiji;

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen FEBI IAIN Pekalongan yang telah memberikan
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;

10. Pemerintah dan Masyarakat Desa Menjangan yang telah banyak membantu
penulis dalam memperol eh data yang perlukan;

11. Kedua Orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan bantuan
dukungan material dan moral;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skrips ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang
membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi para pembaca dan semua pihak, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pekalongan, 2 Agustus 2021

<ht

Penulis



DAFTARISI

SAMPUL ittt st e e e e e et e e e ebb e s eabe e e sbe e e sbeeesabeeeanreeea i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..o, i
NOTA PEMBIMBING ...ttt ettt e b i
PENGESAHAN ..ottt st st e s st e s s e s s e e s sabe e e sabeessnbeeea iv
PERSEMBAHAN ...ttt ettt sba s sbe e s sabe e s snbeessnreesanes v
1Y I 1 OO Vi
AB ST RAK e e e e e e e e e e e sbee e aaree s vii
KATA PENGANTAR ettt sttt st sbe s saba e s sabe s s snbne e iX
DAY ol 1Y 1 OO Xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ...ttt Xiii
DAFTAR TABEL ettt sttt e s snree e XX
DAFTAR GAMBAR ..ttt s XXi
DAFTAR LAMPIRAN .ottt ettt XXii
BAB | PENDAHULUAN ..ottt save e 1
A. Latar Belakang Masalah .........ccoceiiiiiinieceeeeee e 1
B. RUMUSAN MaSalah .......coooviiiiii et 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .........c.cccoceierinienninieneee e 11
BAB I| LANDASAN TEORI ...ttt 14
F N =00 7= = g T =0 [ 14
B. TEl@aah PUSIAKA .......cocveciieceectee ettt ree 39
C. Kerangka BerpiKir .......ccceeveieeiecieseeeseee et ee et 43
BAB Il METODE PENELITIAN .ooiiiiiee et 45
YN < 01K = 01 11 (= o R 45
B. Pendekatan Penelitian .........oooueeieiieiceie et 45
C. Setting Penelitian .......ccooeiieiece e 45
D. Subjek Penelitian ........ccceeeeeeiiiece e 46
ST 1101 o< gl BT = R 47
F. Teknik Pengumpulan Data ........cccccceveenieeeeneese e 48
G. Teknik Keabsahan Datal ..........ccveeeiiciviieiiiiieee e 49
H. Metode ANAliSISDAA ....ccuveeieiiiecciie et 52
BAB IV ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN ....cocoiiiee e 54
A. Gambaran Umum Lokasi Pendlitian .........ccccceeveeevieecciee e, 54
B. Datadan PEMDaNaSaN ..........ccceeiieieiciie e 63
BAB YV PENUTUP ...ttt 120
AL SIMPUIEN < e 120
S o [ 121
C. Keterbatasan Penelitian .........ccccceeiieviiiiiicieee e 122
DAFTAR PUSTAKA ettt sttt sttt sbe s st 123

xi



LAMPIRAN

©COoON~WNE

Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi ............ I
Lampiran 2 Surat Permohonan [zin Penelitian .........cccccccveveevieiniieenennns I
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Pendlitian .................... [l
Lampiran 4 Panduan OBSErVas ........cccccceveeeieeneece e v
Lampiran 5 Panduan WawanCara ...........ccoeeeereererieeneeniessieseesessee s VI
Lampiran 6 Hasil ODSEIVaS .......cccccveeeeiiereeiiseesece e IX
Lampiran 7 Transkrip WawWanCara .........ccoceeeereereeieeseesiesieeseesiesnee e XI
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian ..........cccoovevevieenenceseese e L
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup Penulis ..........cccceivieneninninienns LVI

Xii



PEDOMAN TRANSLITERAS

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Tranditerasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Tranditerasi Arab - Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A.Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam trandliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
™ . es
-« Sa $

(dengan titik di atas)

d Jim J Je
ha
z Ha h o
(dengan titik di bawah)
z Kha Kh kadan ha
Q Dal D De
: . . Zet
2 Zal 4

(dengan titik di atas)
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D), Ra Er
B Zai Zet
e Sin Es
ui Syin esdan ye
es
U= Sad L
(dengan titik di bawah)
de
= Dad
(dengan titik di bawah)
.L Ta te
(dengan titik di bawah)
.L za zet
(dengan titik di bawah)
. komaterbalik
d an .
(di atas)
i Gain Ge
—a Fa Ef
a3 Qaf Ki
&l Kaf Ka
d Lam El
e Mim Em
J Nun En
9 Wau We
2 Ha Ha

Xiv




Hamzah

Apostrof

Ya

Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti voka bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tungga bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a A
= Kasrah i I
: Dhammah u U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, trandliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

LS Fathah dan ya a adanu
. Fathah dan wau au adanu

Contoh:

- &K kataba

- J2 faala

- Ji gila

- S kaifa
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- Js : haula
C. Maddah
Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
S Fathah dan alif atau o
8. a adan garis di atas
ya
... Kasrah dan ya 1 i dan garisdi atas
..f; Dhammah dan wau a u dan garisdi atas
Contoh:
-Ja . gqala
- GA) . rama
- d8 gila

- :Bsé - yaqulu
D. Ta’ Marbutah
Trandliterasi untuk ta’ marbutah ada 2 (dua), yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dhammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trandliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JelY) &%) ¢ raudah al-atfal/raudahtul atfal
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& - @58 &15‘3;3 . _ _
- ‘U)MJ‘ 4aall : al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- Aaall * talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditranditerasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- d} - hazzala

- )—\5\ . a-birr
F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam trandliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan sesuai

461”

dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- 33)5\ . ar-rajulu
- A& a-galamu
- (el asy-syamsu
- AN aljalalu
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G.Hamzah
Hamzah ditranditeraskan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara
hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:

- Ak . ta’khuzu
- :;w . Syai’un
- el an-nauu
) " inna

H.Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:
- [);5)‘33\ 3:5 jéﬁ 4 u\ 5 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/Wa
innallaha lahuwa khairurraziqin
- li)e sWlaedl) 2Ly : Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trangdliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awa nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
- Ol &)l 3A1)  Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/Alhamdu lillahi
rabbil ‘alamin
- el geall . Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ;‘i-BJ O3 4 . Allaghu gaftrun rahim

SETAVES 333&\ a . Lillahi al-amru jami“an/Lillahil-amru jami‘an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
tranditerasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman trandliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tgjwid.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pelaksanaan pemerintahan nasional, desa menjadi bagian
terkecil di dalamnya. Fungsi, peran dan kontribusi desa menempati posisi yang
strategis. Desa turut berperan penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan. Hal tersebut dikarenakan desa secara langsung bersentuhan
dengan masyarakat itu sendiri dengan semua latar belakang kebutuhan dan
keinginannya, sehingga desa menjadi bagian yang harus dipelgari apabila
hendak mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa (Wahyuddin, 2016).

Sebagal sistem pemerintahan terkecil, desa harus mampu melakukan
pembaharuan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan penurunan
kemiskinan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat
menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa untuk
melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri demi
memperbaiki kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sehingga, pemerintah desa dituntut harus mampu mengelola keuangan desa
dan memaksimalkan berbagai potensi ekonomi desa dengan sebaik mungkin.
Penyerahan kewenangan tersebut sudah seharusnya menjadi langkah awal bagi
desa untuk berkembang, karena desa dapat melaksanakan pemerintahan dan
pembangunannya tanpa khawatir adanya keterlibatan pihak lain di dalamnya.

Penyerahan kewenangan tersebut juga menunjang langkah desa dalam



mewujudkan percepatan pembangunan desa. Sehingga dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa harus menempatkan
masyarakat desa sebagai subjek utamanya. Di samping itu, juga harus
diimbangi dengan faktor pendukung lainnya, seperti kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan partisipasi dari masyarakat desa untuk bersama-sama
meningkatkan kesegjahteraannya secara konstruktif dan bertahap (Kartika,
2012). Untuk menunjang berbagai langkah tersebut sekaligus untuk
memperjelas keberadaan desa sebagal bagian dari pemerintahan nasional, maka
pemerintah memberikan bantuan langsung dalam bentuk alokasi dana desa.
Alokasi dana desa merupakan bantuan langsung dari pemerintahan
kabupaten atau kota untuk pemerintahan desa. Alokas dana desa dimaksudkan
untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik, operasional lembaga desa
dan pelaksanaan pembangunan desa. Sementara tujuannya adalah untuk
memberikan ruang gerak kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan melalui partisipasinya secara aktif. Adanya alokas dana
desa didasari oleh beberapa permasalahan, salah satunya adalah terbatasnya
keuangan desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
desa. Sehingga program ini dapat dianggap menjadi solusi yang tepat bagi desa
untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta memberdayakan
masyarakat secara terpadu. Besarnya alokasi dana desa adalah minimal sebesar
10% dari dana perimbangan keuangan kabupaten atau kota setelah dikurangi
dengan dana alokas khusus. Alokas dana desa tersebut menjadi bentuk

konkrit negara dalam mengakui kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai



kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat, hak asal-
usul, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (DJPK, 2017).

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk desa selalu mengalami
kenaikan dari tahun ke tahunnya. Seperti tahun 2015, besarnya dana desa
adalah Rp. 20,7 triliun. Pada tahun 2016 menjadi Rp. 47 triliun, tahun 2017
menjadi Rp. 50 triliun, tahun 2018 menjadi Rp. 60 triliun dan tahun 2019
menjadi Rp. 70 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Penerimaan dana tersebut untuk
setigp desa bergantung pada luas wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat
kesehatan, potensi desa dan jumlah penduduk.

Besarnya kewenangan yang diterima desa memunculkan tanggung
jawab yang besar pula. Sehingga, pemerintah desa dalam melaksanakan
pemerintahannya dituntut mampu mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, di mana setiap kebijakan dan program kerja yang
dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesual
aturan hukum (Shuida, 2016). Namun, pada praktiknya pengelolaan aokasi
dana desa sangat rawan terhadap penyimpangan. Penyimpangan tersebut justru
dilakukan oleh pihak yang mendapat kepercayaan dari masyarakat desa untuk
mengelolanya dalam rangka membangun desa menjadi lebih baik. Karena
itulah partisipass masyarakat desa untuk mengawasi secara langsung
pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang
didanai oleh alokas dana desa menjadi sangat penting, terlepas dari peran

pemerintah kecamatan dan kabupaten atau kota sebagai pengalokasi dana.



Untuk mengelola alokasi dana desa dengan baik memerlukan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga para perangkat
desa dapat berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang
berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel, transparan dan
partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas
merupakan kewajiban bagi pihak penerima kepercayaan untuk menyampaikan,
melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang
dilakukan baik sebelum maupun sesudah kepada pemberi kepercayaan yang
berhak dan berkewenangan untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut
(Mardiasmo, 2009). Pemberi kepercayaan berhak untuk mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima
kepercayaan. Hal ini supaya dapat meminimalkan praktik penyimpangan.
Sementara transparans merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan
kepada setiap orang untuk mengakses informasi terkait perumusan kebijakan,
pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai (Sujarweni, 2015). Transparansi
memberikan jaminan keterbukaan informasi bagi setigp orang tentang
pel aksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengalokasian alokasi dana desa
juga menjadi cerminan terwujudnya praktik tata kelola pemerintahan yang
baik, di mana pemerintah dan masyarakat desa dapat menjalin hubungan yang
harmonis yang mampu meningkatkan partisipas masyarakat desa. Sebab,
keberhasilan suatu program perencanaan dan pembangunan desa juga turut

dipengaruhi oleh komponen partisipasi masyarakat di dalamnya. Daam



pembangunan, masyarakat menjadi komponen yang paling penting, mengingat
sudah seharusnya percepatan pembangunan dimulai dari bawah ke atas (bottom
up), dengan menggerakkan masyarakat supaya turut berpartisipasi secara aktif
dalam proses pembangunan. Titik utama suatu pembangunan dapat dilihat dari
partisipasi aktif masyarakat di dalamnya.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, alokasi dana desa telah diatur dalam
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009. Peraturan tersebut
menyebutkan bahwa sasaran utama pemberian alokas dana desa di Kabupaten
Pekalongan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan,
pembangungan, kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa besarnya alokasi dana
desa di Kabupaten Pekalongan ditentukan secara adil dan merata dengan
memperhatikan beberapa variabel seperti tingkat kemiskinan, tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi
ekonomi dan tingkat partisipas masyarakat. Sementara untuk penetapan
rincian, penyaluran dan pengelolaannya diatur melalui peraturan bupati yang
terus diperbarui setigp tahunnya. Contohnya untuk penetapan rincian,
penyaluran dan pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 diatur
dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 dengan rincian

sebagal berikut:



Gambar 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa K abupaten Pekalongan Tahun 2020

Rincian Alokasi Dana Desa K abupaten Pekalongan Tahun
2020
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Pemerintah desa dianggap lebih mampu dalam melihat berbagai
permasalahan dan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah daerah.
Sehingga, untuk mewujudkan kesegjahteraan masyarakat maka pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan berbagai
permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan desa juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
potensi ekonomi desa dan partisipas masyarakat di dalamnya. Sementara
besarnya alokas dana desa untuk setigp desa di wilayah Kecamatan Bojong

dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa K ecamatan Bojong Tahun 2020

Rincian Alokasi Dana Desa K ecamatan Bojong Tahun
2020
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Sumber: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019

Alokasi dana desa jika dikelola dengan baik, maka akan dapat
menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa di wilayah
Kabupaten Pekalongan. Maka, sudah seharusnya setiagp desa yang secara
administratif berada dalam wilayah Kabupaten Pekalongan mampu mengelola
secara maksimal alokasi dana desa yang diterima tersebut untuk menunjang

pel aksanaan pemerintahan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata



bagi masyarakat desa. Namun, pada praktiknya dari seluruh desa yang ada,
tidak sedikit desa yang belum mampu mengel ola secara maksimal alokas dana
desa yang diterima sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya adalah
Desa Menjangan. Desa Menjangan merupakan tempat tinggal penulis, sehingga
penulis sedikit dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan
pengelolaan alokasi dana desa. Meskipun mendapatkan alokasi dana desa,
namun pembangunan infrastruktur di Desa Menjangan masih dianggap kurang
memadal bagi sebagian masyarakat desa. Sampai saat skripsi ini ditulis, Desa
Menjangan belum memiliki mobil siaga dan puskesmas sendiri, koperasi desa
juga belum ada, bahkan BUMDes juga belum tersedia. Padahal jika dilihat dari
alokas dana desa yang diterima, Desa Menjangan menerima alokasi dana desa
yang cukup besar. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, alokasi dana desa yang

diterima juga mengalami peningkatan, seperti yang digambarkan pada gambar

di bawah ini:
Gambar 1.3 Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan
Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan
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Pada tahun anggaran 2020, Desa Menjangan menerima alokasi dana
desa sebesar Rp.437.689.000,-. Alokasi dana desa tersebut mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 yaitu sebesar



Rp.390.661.000,-. Namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari
beberapa masyarakat desa, alokas dana desa yang diterima tersebut belum
mampu dikelola secara maksimal. Dikatakan demikian karena masih ada
beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaannya. Salah satu
permasalahan tersebut adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban yang
melampaui batas waktu yang ditentukan pada setiap akhir tahun anggaran
sehingga turut mempengaruhi komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat
desa. Rendahnya komunikasi tersebut membuat partisipass masyarakat desa
menjadi rendah pula. Permasalahan lainnya adalah dalam penyusunan
anggaran pembangunan desa telah diselenggarakan musyawarah desa, tetapi
tidak semua masyarakat desa dilibatkan. Hanya kepala, perangkat dan
pengurus lembaga desa sga yang dihadirkan. Hasil dari musyawarah desa
tersebut juga tidak selalu diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal
inilah yang membuat masyarakat desa menjadi tidak mengetahui jumlah
alokas dana desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja, sehingga
penyampaian aspirasi dan partisipasi masyarakat menjadi sulit dilakukan.
Selain itu, temuan pra penelitian di lapangan, tidak adanya rincian yang lebih
jelas mengenai penggunaan alokasi dana desa. Karena alokasi dana desa hanya
dimasukkan ke dalam laporan APBDes pada tahun anggaran yang berjalan
sehingga tidak dapat membedakan jumlah penggunaan alokasi dana desa
dengan jumlah penggunaan pendapatan lain yang diterima oleh desa.

Dalan mengelola alokasi dana desa sangat memerlukan prinsip

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari banyak komponen mulai dari
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pemerintah desa, lembaga desa sampal masyarakat desa. Namun, dari sekian
banyak desa di Indonesia, tidak sedikit desa yang masih belum mampu
mengelolanya secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat, salah satunya
adalah Desa Menjangan, Bojong, Pekalongan. Hal seperti inilah yang
menghambat terwujudnya kesgahteraan bagi masyarakat desa. Penulis
memiliki alasan tersendiri mengapa sangat tertarik untuk meneliti program ini,
karena sebenarnya alokasi dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap
pembangunan desa di Indonesia jika dikelola dengan baik. Faktor lainnya
adalah, karena penulis ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana
Pemerintah Desa Menjangan mengelola alokasi dana desa dan bagaimana pula
penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipas masyarakat di dalamnya.
Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang telah penulis uraikan, maka
penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis
Akuntabilitas, Transparanss dan Partisipas Masyarakat Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan™.
. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan,
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat

di dalamnya?
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3. Apa sga hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi masyarakat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang penulis uraikan,
maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
a. Untuk memaparkan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa
Menjangan.
b. Untuk memaparkan penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
masyarakat di dalamnya.
c. Untuk memaparkan berbagai hambatan dalam penerapan akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi masyarakat.
2. Manfaat penelitian
a Manfaat teoretis
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah
keilmuan. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan
kemampuan pembaca dalam menganalisis dan mempelgari setiap
permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan
penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat

di dalamnya.
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b. Manfaat praktis
1) Bagi penulis
Penelitian ini menjadi media pembelgaran bagi penulis dalam
meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah. Penelitian ini
juga memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis berkaitan
dengan pengelolaan alokas dana desa dan penerapan prinsip
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di dalamnya.
2) Bagi akademisi
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
pengetahuan kepada para pembaca, terutama para akademisi. Penulis
juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi aternatif referens
dalam perkuliahan.
3) Bagi pemerintah desa
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala desa dan
perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa dan menerapkan
prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di
dalamnya. Sehingga, kepala dan perangkat desa dapat melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya.
4) Bagi masyarakat
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pemerintah desa

mengelola alokasi dana desa dan menerapkan prinsip akuntabilitas,
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transparansi dan partisipass masyarakat di dalamnya. Sehingga,
masyarakat desa dapat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan
aspirasinya.
5) Bagi penelitian selanjutnya
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan dan menjadi alternatif referensi bagi penelitian selanjutnya di

kemudian hari.



BABV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menjangan meliputi tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban. Perencanaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
Menjangan melalui musyawarah desa dengan mengundang lembaga desa
dan perwakilan masyarakat, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan olen TPK
yang ada di Desa Menjangan secara swakelola, penatausahaan dilaksanakan
oleh Bendahara Desa Menjangan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengel uaran desa dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa Menjangan melalui laporan pertanggungjawaban kepada
pemerintah kabupaten.

2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di
Desa Menjangan telah dilaksanakan dengan cukup baik yang dapat dilihat
dari berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
Menjangan dan adanya laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
kabupaten secara berkala. Sementara penerapan prinsip transparansi dan
partisipasi masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan prinsip

transparansi dilaksanakan melalui pemasangan papan informasi kegiatan
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dan prinsip partisipas masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan
penggunaan material dan tenaga kerja yang tersedia di Desa Menjangan
dalam setiap kegiatan.

3. Hambatan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipas
masyarakat dalam pengelolaan aokasi dana desa di Desa Menjangan adalah
kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa Menjangan dalam penyusunan
laporan keuangan dan keterlambatan TPK dalam menyampaikan bukti
transaks berupa nota pembayaran yang menyebabkan penyusunan laporan
pertanggungjawaban menjadi tidak selesai pada waktu yang telah
ditentukan. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Desa
Menjangan dengan melakukan koordinasi baik dengan TPK maupun
pemerintah kecamatan dan kabupaten.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis
dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menjangan harus lebih terbuka dan melibatkan seluruh
lapisan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan setiap
kegiatan yang didanai menggunakan aokasi dana desa. Penyampaian
pertanggungjawaban kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh
Pemerintah Desa Menjangan melalui pemasangan laporan keuangan yang
ditempatkan di tempat strategis pada setiap RT supaya dapat diketahui oleh
seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

pemerintah desa.
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2. Masyarakat Desa Menjangan harus lebih aktif dalam memberikan kritik dan
saran kepada Pemerintah Desa Menjangan terkait pengelolaan alokasi dana
desa. Hal tersebut harus dilakukan supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa Menjangan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat
dan meminimalisir kegiatan yang tidak tepat sasaran.

C. Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini belum melibatkan BPD dan perwakilan LPMD sebagai
informan sehingga pembahasan dalam penelitian ini hanya berdasarkan
sudut pandang pemerintah desa dan masyarakat saja.

2. Daam penelitian ini penulis belum dapat melampirkan dokumentasi berupa
laporan pertanggungjawaban peengel olaan keuangan desa untuk melengkapi
data penelitian karena Pemerintah Desa Menjangan tidak memberikan izin

kepada penulis untuk mengakses laporan tersebut.
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